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Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 

ini dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan atas persiapan pelaksanaan 

tahapan pemilu 2024 sekaligus untuk menampung serta menindaklanjuti aspirasi dan 

pengaduan masyarakat. Selain itu Komisi II DPR RI juga akan meninjau sejauhmana 

persoalan mafia tanah yang telah menjadi permasalahan nasional. Sebagaimana 

diinsyafi bersama mafia tanah telah mendorong adanya konflik pertanahan.  

I. Pengantar 

Sambutan Walikota Medan  

Kami mengucapkan terimakasih kepada pimpinan Komisi II DPR RI dan anggota 

Komisi II DPR RI karena memberikan perhatian ke kota medan dalam persiapan 

penyelenggaraan pesta demokrasi 2024. Dengan adanya pertemuan ini maka 

persiapan dalam pemilu da pilkada 2024 akan lebih mendalam dibicarakan berbagai 

pihak sehingga persiapan pesta demokrasi tersebut dapat lebih baik.  Dan dengan 

bantuan dari anggota dewan kami berharap persiapan pemilu dan pilkada dapat 

berlangsung sukses. 

Secara umum ada beberapa permasalahan namun hal tersebut telah ditangani oleh 

disdukcapil dengan KPU. misalnya adanya perbedaan jumlah KTP dengan DPT.  Kami 

berharap nanti pada masa mendekati pemilu hal tersebut tidak menjadi 

permasalahan.  

Pengantar dari Ketua Tim Kunspek 

Kota medan merupakan kota nomor tiga terbesar di Indonesia, sehingga dapat 

berkembang  menjadi kota yang maju. Kami melakukan kunjungan kerja ke Medan 



untuk melihat persiapan dalam pemilu pertama tahapan. Hal ini kami lakukan karena 

pemilu tanggal  14 Feb 2023.   

Kunjungan ini perlu dilakukan Komisi II DPR RI karena kami sedang memantau 

persiapan pemilu. Karena ada kondisi saat ini memaksa kami untuk selalu memantau 

persiapan.  Karena  sangat disibukkan oleh urusan pemilu, contoh masukan 

pemerintah yang akan memajukan  perubahan pilkada dari nov ke September, 

termasuk adanya proses di MK tentang masalah usia jabatan pres, dan kuoa 

peempuan. 

Agar tahapan tidak terganggu maka kami selalu melakukan kegiatan untuk memantau 

tahapan persiapan pemilu sehingga kita mendapatkan pemilu yang damai. Dengan 

proses tersebut sehingga menghasilkan wakil rakyat yang punya kontribusi ke rakyat. 

Terkait dengan pelibatan polisi dan TNI dalam NPHD maka penandatangani NPHD 

harus lancar dan tidak  terganggu. Sehingga sedang dipikirkan oleh kami bagaimana 

agar penandatanganan NPHD lebih mudah prosesnya. Termasuk untuk  Disdukcapil 

agar sebaiknya  menjadi satu pintu dalam pendataan penduduk, agar pemilu dapat  

berjalan tertib dan damai. 

 

 

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan maka Komisi II DPR RI melakukan 

kunjungan kerja spesifik dalam masa persidangan I tahun sidang 2023-2024 ke Kota 

Medan, Provinsi Sumatera Utara. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan 

pelaksanaan Pemilu 2024 yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU 

Kota Medan maupun Bawaslu KPU Kota Medan, terkait agenda tahapan pemilu yang 

sedang berlangsung tersebut. Adapun, tahapan pemilu yang telah selesai 

dilaksanakan yaitu pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu serta penetapan peserta 

pemilu 2024, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan pembentukan 

Badan Adhoc, pemutakhiran Data Pemilih, dan pencocokan dan penelitian (coklit) 

daftar pemilih dan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) bakal calon Anggota 

DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Perseorangan Anggota DPD. 

Sekarang ini sedang berlangsung tahapan meminta masukan dan tanggapan 

masyarakat atas DCS tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewajiban 

melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu. Tujuan 

utamanya adalah memastikan semua tahapan berjalan tepat waktu sehingga 

kehendak rakyat yang tercermin dengan baik melalui pemilihan wakil-wakilnya dalam 

pemilu bisa terlaksana pada 14 Februari 2024 mendatang. Adapun tim Kunspek klai 

ini adalah: 

NO NO - A NAMA KETERANGAN 

1. A - 142 Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A, M.H. Ketua Tim Wakil Ketua Komisi II / F-

PDI.P 
2. A - 240 Drs. Cornelis, M.H. Anggota/ F-PDI.P 

3. A - 259 Ir. Hugua Anggota/ F-PDI.P 



4. A - 328 A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra Anggota/ F-P Golkar 

5. A - 105 Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc. Anggota/ F-P Gerindra 

6. A - 112 Drs. Supriyanto Anggota/ F-P Gerindra 

7. A - 525 Ir. Ongku P Hasibuan, M.M Anggota/ F-P Demokrat 

8. A - 455 K.H. Aus Hidayat Nur Anggota/ F-PKS 

9. A - 417 Drs. Chairul Anwar, Apt. Anggota/ F-PKS 

10. A - 503 Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin Anggota/ F-PAN 

 

 

II. Hasil Kunjungan 

Persiapan Pemilu Serentak 2024 

1. Presentasi Pemerintah Kota Medan 

 

   
 

   
 

 

 

   
 

    



 

    
 

    
 

 

 
 

2. Presentasi KPU Kota Medan 

 

    
 

   



 

  
 

  
 

3. Presentasi Bawaslu Kota Medan 

 

    
 

 

   
 

     
 



 
 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) melibatkan berbagai tahapan dan proses 

yang kompleks untuk memastikan bahwa pemilihan dilakukan secara adil, demokratis, 

dan transparan. Untuk itulah, berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf a Undang-

undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

memiliki kewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara 

tepat waktu. Tujuan utamanya adalah memastikan semua tahapan berjalan tepat 

waktu sehingga kehendak rakyat yang tercermin dengan baik melalui pemilihan wakil-

wakilnya dalam pemilu bisa terlaksana pada 14 Februari 2024 mendatang. 

Sebagaimana telah dipahami, tahapan pemilu yang telah selesai dilaksanakan yaitu 

pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu serta penetapan peserta pemilu 2024, 

penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan pembentukan Badan Adhoc, 

pemutakhiran Data Pemilih, dan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih dan 

pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) bakal calon Anggota DPR RI, DPRD 

Provinsi, DPRD Kabupaten dan Perseorangan Anggota DPD. Sekarang ini sedang 

berlangsung tahapan meminta masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS 

tersebut. 

 

B. Persoalan Mafia Tanah 

Konflik pertanahan merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta 

berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu terjadi 

dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang 

sifatnya kompleks dan multi dimensi. Oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan 

dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun 

non hukum. Konflik dan sengketa tanah ini sudah lama dibiarkan terjadi sehingga 

masalahnya semakin berlarut-larut yang kemudian menjadi sebuah kasus yang 

sangat kompleks dan masalahnya tidak  mudah lagi dipecahkan. Hal ini menjadi 

perhatian Komisi II DPR RI yang tugasnya membidangi pertanahan. Pentingnya 

pencegahan dan pemberantasan kasus mafia pertanahan tidak bisa diremehkan 

karena kasus mafia pertanahan dapat merusak tatanan hukum, memicu konflik sosial, 



dan menghambat pembangunan di berbagai sektor. Oleh karena itu, kita perlu 

bersama-sama mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. 

Presentasi BPN Sumatera Utara 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Masalah konflik dan sengketa Pertanahan merupakan persoalan besar bagi bangsa 

dan negara ini karena tidak kunjung ada penyelesaiannya. Masalah ini bukannya 

semakin mereda tetapi justru semakin bereskalasi dari waktu ke waktu. Semua 

elemen bangsa mengkuatirkan kondisi ini, tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat 

sangat prihatin dengan persoalan tanah ini karena telah mengarah pada tindakan-

tindakan anarkhi yang merugikan semua pihak. Konflik dan sengketa tanah ini sudah 

lama dibiarkan terjadi sehingga masalahnya semakin berlarut-larut yang kemudian 

menjadi sebuah kasus yang sangat kompleks dan  masalahnya tidak  mudah lagi 

dipecahkan. Persoalan konflik lahan sektor Sumber Daya Alam (SDA) di ini terus 

mengemuka seiring percepatan pembangunan yang digalakkan pemerintah pusat 

maupun daerah. Percepatan konflik lahan ini juga menjadi keniscayaan lantaran 

berimplikasi baik secara ekonomi, politik dan keamanan sosial masyarakat. 

Sumatera Utara, seperti provinsi lainnya di Indonesia, menghadapi tantangan dalam 

pencegahan dan pemberantasan kasus mafia pertanahan. Fenomena mafia 

pertanahan di daerah ini dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat 

pemerintah, perantara, dan kelompok dengan kekuatan ekonomi yang kuat. Beberapa 

faktor yang berkontribusi dalam munculnya kasus mafia pertanahan di Sumatera 

Utara adalah kurangnya pengawasan yang efektif, korupsi, kurangnya kejelasan 

dalam peraturan tata ruang, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak 

mereka terkait kepemilikan tanah.Kasus mafia pertanahan di Sumatera Utara sering 

kali melibatkan penduduk setempat yang menjadi korban pemalsuan sertifikat tanah 

atau penggusuran tanpa prosedur hukum yang jelas. Biasanya, para mafia 

pertanahan ini menggunakan berbagai taktik, mulai dari korupsi, pemalsuan 

dokumen, ancaman, kekerasan, hingga pemaksaan. Pemerintah dan aparat penegak 

hukum di Sumatera Utara perlu meningkatkan upaya mereka dalam memerangi mafia 

pertanahan. Hal ini melibatkan peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang 

tegas terhadap pelaku, dan pendekatan komprehensif dalam mengatasi masalah ini. 

CATATAN RAPAT 

1. Komisi II mendorong Pemerintah Kota Medan melakukan koordinasi dengan 

KPU Medan dan Bawaslu Medan terkait singkronisasi Daftar Pemilih Tetap. 



2. Komisi II mendorong Pemerintah Kota Medan melakukan koordinasi dengan 

KPU Medan untuk mengantisipasi gangguan alam ketika hari H pemilu 2024, 

serta melakukan Kerjasama dalam persiapan logistik pemilu 2024. 

3. Komsi II mendorong dibentuknya  suatu badan diklat di Kementerian ATR BPN 

untuk mendidik pegawai pertanahan untuk menjadi tenaga ahli pertanahan 

tersertifikasi.  Sebagai tenaga ahli, maka pendapatnya dapat digunakan dalam 

sidang pengadilan kasus pertanahan.  

 

 
III. PENUTUP 
 
Semua jawaban ataupun masukan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI, akan 
menjadi bahan diskusi di internal Komisi II DPR RI, dan selanjutnya akan dijadikan 
sebagai bahan untuk ditindaklanjuti dalam Raker/RDP dengan kementerian/lembaga 
terkait. 
 
         

KOMISI II DPR RI 
 

 

 

 

 

 

 


